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BAB 5  

PENUTUP DAN KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penilitian yang telah dilakukan mengenai 

Penatausahaan Barang Milik Perusahaan Barang Milik Perusahaan di 

Badan Usaha Milik Daerah Perumda Pembangunan Sarana Jaya dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Aspek Pembukuan  

Penatausahaan barang Milik Perusahaan Perumda Pembangunan 

Sarana Jaya dalam hal pembukuan atau pencatatan yang dilakukan 

pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya masih bersifat manual 

dengan menggunakan sistem manual dan juga pernah menggunakan 

sistem aset namun tidak berjalan maksimal sehingga Pembukuan atau 

pencatatan barang milik Perusahaan yang dilakukan oleh pengurus 

barang belum dilakukan dengan baik, dimana belum adanya 

Penggolongan barang yang baku / standar, Kodefikasi barang yang 

berbeda – beda setiap tahunnya yang menyebabkan sulitnya untuk 

mengidentifikasi barang dan belum adanya standarisasi baku Daftar / 

Kartu Inventaris Ruangan sehingga belum adanya data tercatat pada 

ruangan – ruangan yang seharusnya data tersebut tercatat sehingga 

memudahkan pembukuan di Lingkungan Perumda Pembangunan 

Sarana Jaya. Hal ini disebabkan pada Faktor Sumber Daya Manusia 

yang belum dilakukan adanya bimtek/pelatihan kepada Pegawai, 

Pemahaman dan pengetahuan yang kurang terhadap Pengelolaan 

barang/aset, Pada Faktor Hukum belum adanya Dasar/standar Hukum 

yang dapat dijadikan guide di dalam implementasi, pada Faktor 

Penilian Aset belum adanya Data Nilai yang dilakukan oleh Divisi 

SDM dan Umum terhadap Data Keuangan dan pada Faktor 

Komitmen Pimpinan yang belum menyeluruh diperkuat oleh Regulasi 

dan arahan Pimpinan kepada Pegawai sehingga faktor – faktor 
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penghambat ini lah yang membuat Penatausahaan dalam Aspek 

Pembukuan belum berjalan dengan baik. 

 

2. Aspek Inventarisasi  

Dilihat dari Aspek Inventarisasi dalam Penatausahaan barang milik 

Perusahaan di Lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya 

bahwa dapat disimpulkan belum dilakukan dengan baik. Belum 

adanya alur proses yang jelas terhadap Inventarisasi / sensus aset 

yang dilakukan Perumda Pembangunan Sarana Jaya membuat hingga 

sampai saat ini belum adanya laporan inventarisasi aset yang berjalan. 

Selain itu, adanya barang/ aset dalam keadaan yang rusak namun 

sama sekali belum dilakukan penghapusan aset, ketiga terdapat 

regulasi yang sudah tidak relevan terhadap  SK Organisasi Tata Kerja 

di Lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya yaitu SK Nomor 

14 Tahun 2020 Tentang Tim Penghapusan Aset / Barang di 

Lingkunngan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan SK Direksi 

Nomor 15 tahun 2024 Tentang Pengurus Barang yang membuat 

Penghapusan Barang dan Pelaksanaan  Implementasi Inventarisasi 

Barang/ aset di Lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya 

menjadi terhambat dan Dokumen inventarisasi yang berbeda – beda 

antara Divisi SDM dan Umum dan Divisi Keuangan yang membuat 

Data Inventarisasi tidak menjadi satu kesatuan sehingga sulit untuk 

dilakukan dalam satu pelaporan. Hal ini disebabkan pada Faktor 

Sumber Daya Manusia yang belum dilakukan adanya 

bimtek/pelatihan kepada Pegawai, Pemahaman dan pengetahuan yang 

kurang terhadap Pengelolaan barang/aset, Pada Faktor Hukum belum 

adanya Dasar/standar Hukum yang dapat dijadikan guide di dalam 

implementasi, pada Faktor Penilian Aset belum adanya Data Nilai 

yang dilakukan oleh Divisi SDM dan Umum terhadap Data Keuangan 

dan pada Faktor Komitmen Pimpinan yang belum menyeluruh 

diperkuat oleh Regulasi dan arahan Pimpinan kepada Pegawai 
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sehingga faktor – faktor penghambat ini lah yang membuat 

Penatausahaan dalam Aspek Inventarisasi belum berjalan dengan 

baik. 

 

3. Aspek Pelaporan  

Penatausahaan barang milik Perusahaan dalam hal pelaporan yang 

dilakukan pada Perumda Pembangunan sarana Jaya belum 

sepenuhnya dilakukan dengan baik dikarenakan Laporan dilakukan 

secara sendiri – sendiri yaitu Divisi Keuangan & Akuntansi dan 

Divisi SDM dan Umum juga melakukan Laporan Barang / aset yang 

belum memiliki standar sehingga pada aspek pelaporan ini masih 

kurang baik dan belum dilakukannya Pelaporan secara semesteran 

dan Tahunan sehingga belum adanya laporan Penatausahaan secara 

berkala di Lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Provinsi 

DKI Jakarta. Hal ini disebabkan pada Faktor Sumber Daya Manusia 

yang belum dilakukan adanya bimtek/pelatihan kepada Pegawai, 

Pemahaman dan pengetahuan yang kurang terhadap Pengelolaan 

barang/aset, Pada Faktor Hukum belum adanya Dasar/standar Hukum 

yang dapat dijadikan guide di dalam implementasi, pada Faktor 

Penilaian Aset belum adanya Data Nilai yang dilakukan oleh Divisi 

SDM dan Umum terhadap Data Keuangan dan pada Faktor 

Komitmen Pimpinan yang belum menyeluruh diperkuat oleh Regulasi 

dan arahan Pimpinan kepada Pegawai sehingga faktor – faktor 

penghambat ini lah yang membuat Penatausahaan dalam Aspek 

Pelaporan belum berjalan dengan baik. 

 

 

 

 

 

 



177 
 

B. Saran  

Berdasarkan Penelitian yang telah dilaksanakan, maka saran yang dapat 

penulis berikan sebagai berikut: 

1. Berkaitan dengan Aspek Pembukuan:  

Pada Faktor Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan 

kualitas pengetahuan Pegawai dengan melakukan pembinaan, Bimtek 

Pelatihan dan meningkatkan koordinasi antar Divisi agar 

penatausahaan barang milik Perusahaan dalam hal pembukuan dapat 

dilakukan dengan baik tentunya dengan beberapa strategi / 

rekomendasi adalah perlu terkait faktor Dasar Hukum yaitu 

dibentuknya suatu Dasar/ Standar Penggolongan sehingga tidak 

adanya lagi kesulitan melakukan Penggolongan Barang yang ada di 

lingkungan perumda Pembangunan Sarana Jaya. Strategi atau 

rekomendasi yang kedua adalah perlu dilakukan dan disusun standar 

Penomoran / kodefikasi barang yang ada sehingga data yang tertulis 

dalam pembukuan betul-betul akurat. Strategi / rekomendasi ketiga 

adalah perlu adanya skema / tabel Daftar / Kartu Inventaris Ruangan 

yang dapat menggambarkan Kondisi barang, jumlah barang dan 

keberadaan barang sehingga dapat memudahkan pengguna barang 

dan pengurus barang dalam hal Monitoring dan Evaluasi barang/ aset 

Selain itu, strategi dan rekomendasi berikutnya yaitu terkait Faktor 

Penilaian Aset adalah penilaian pada Data Penatausahaan yang 

terintegrasi dengan Divisi Keuangan, perlunya penerapan sistem 

informasi berbasis teknologi yang lebih modern dalam pembukuan 

sehingga memudahkan dalam proses pembukuan dan bisa diakses 

oleh semua Pegawai di lingkungan Perumda Pembangunan Sarana 

Jaya dan yang terakhir Faktor Komimten Pimpinan dalam pengesahan 

standar regulasi pada aspek Pembukuan yaitu Penggolongan Barang, 

Kodefikasi/Penomoran barang dan Kartu Inventaris Ruangan yang 

dapat menjadi suatu alat kerja kepada Pegawai Teknis untuk 
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implementasi Penatausahaan di Perumda Pembangunan Sarana Jaya 

dapat berkembang dan lebih baik lagi. 

 
 

2. Berkaitan dengan Aspek Inventarisasi  

Pada faktor Komitmen Pimpinan dan Faktor Sumber Daya 

Manusia diharapkan kepada Pimpinan agar Perumda Pembangunan 

Sarana Jaya dapat konsern terhadap Kualitas pengetahuan pada 

Pegawai pada Penugasan Inventarisasi sensus aset yang dilaksanakan 

di Lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dengan adanya 

bimtek, pelatihan dan Penugasan yang disertai pelaporan yang 

konkret atas Hasil Inventarisasi. Rekomendasi kedua pada faktor 

Dasar Hukum, Perumda Pembangunan Sarana Jaya agar dapat 

membuat alur flow Inventarisasi sensus aset di Lingkungan Perumda 

Pembangunan Sarana Jaya agar kegiatan tersebut dapat berjalan 

dengan baik, pengurus dapat disiplin membuat label dan kode barang 

dan menempelkan langsung pada setiap barang milik Perusahaan, 

agar tertib dalam pembuatan kodefikasi barang, maka label dan kode 

barang langsung dibuat pada saat adanya pengadaan/pembelian 

barang setelah dicatat dalam buku inventaris. Membuat kartu 

inventaris barang dan membuat daftar rekap barang inventaris dan 

menempelkannya di setiap ruangan sehingga barang milik Perusahaan 

bisa dikontrol dengan baik sehingga tidak lagi ada kejadian barang 

milik Perusahaan yang hilang atau tidak jelas keberadaannya. Adapun 

Strategi atau rekomendasi ketiga adalah bahwa atas belum 

terlaksananya Penghapusan Barang/ aset di Perumda Pembangunan 

Sarana Jaya dan belum berjalan secara maksimalnya pengurus barang 

dikarenakan adanya SK Direksi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tim 

Penghapusan Barang/ aset di Lingkungan Perumda Pembangunan 

Sarana Jaya dan SK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pengurus Barang 

maka Perumda Pembangunan Sarana Jaya perlu melakukan Revisi 
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terhadap regulasi dimaksud agar penghapusan dan pengurus barang 

dapat sesuai dan relevan dengan SK Organisasi dan Tata Kerja yang 

baru di Lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan strategi / 

rekomendasi terakhir pada faktor Penilaian aset adalah perlu adanya 

rekonsiliasi data antara data inventaris pada Divisi SDM dan Umum 

dan Data Nilai Barang yang berada di Divisi Keuangan sehingga data 

dapat lebih akurat dan memudahkan pelaporan. 

 
 

3. Berkaitan dengan Aspek Pelaporan,  

Pada Faktor Sumber Daya Manusia dan Faktor Komitmen 

Pimpinan Diharapkan kepada pimpinan Perumda Pembangunan 

Sarana Jaya untuk memonitoring dengan cara setiap saat melakukan 

pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penatausahaan barang 

milik Perusahaan, apakah pengurus barang telah melakukan tugasnya 

dengan baik khususnya dalam pembuatan laporan barang milik 

Perusahaan selama semesteran (6 Bulan) dan 1 (satu) tahun sekali dan 

pada faktor Penilaian Aset mengingat laporan yang masih dilakukan 

sendiri – sendiri oleh Divisi SDM dan Umum dan Divisi Keuangan, 

seringnya data laporan tidak akurat sehingga perlu adanya integrasi 

nilai aset dan Perlu adanya Komitmen Pimpinan di dalam Pengesahan 

Regulasi yang berkaitan dengan Pelaporan Penatausahaan di 

lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya. 
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